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QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PAJAK RESTORAN. 

ABSTRAK :  -  Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Jaya dan  

pertumbuhan ekonomi masyarakat agar lebih produktif dan sesuai pasal 2 ayat (2) 

huruf b undang-undang  nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, Pajak Restoran merupakan pajak kabupaten dan menjadi salah satu sumber  

Pendapatan Asli Kabupaten yang potensial sekaligus wujud peran masyarakat dalam 

pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Aceh 

Jaya. Berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud perlu membentuk Qanun 

tentang Pajak Restoran di Kabupaten Aceh Jaya. 
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